
BUPATI TOJO UNA-UNA

PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA
NOMOR T A H U N  2016

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL KHUSUSNYA DOKTER DI PUSKESMAS

PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TOJO UNA-UNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

Menimbang: a .  b a h w a  u n t u k  meningkatkan m u t u  pe layanan  kesehatan
masyarakat dan kinerja. Pegawai Negeri Sipil khususnya Dokter di
Puskesmas perlu diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan
beban kerja;

b. b a h w a  untuk melaksEtnakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) dan ayat
(8) Peraturan Menteri  Dalam Negeri Nomor 1 3  Ta h u n  2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011, maka pemberian Tambahan Penghasilan
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

c. b a h w a  berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja bagi Pegawai
Negeri S i p i l  khususnya Dok te r  d i  Puskesmas p a d a  D inas
Kesehatan Kabupaten Tojo Una-Una;

Mengingat :  1 .  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);

2. Undang-Undang Nomor 3 6  Ta h u n  2 0 0 9  tentang Kesehatan
(Leznbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 5  Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Ta h u n  2 0 1 4
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9  Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Ta b u n  2 0 1 5
Nomor 5 8 ,  Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia
Nomor 5679);

5. Peraturan Pemer in tah  N o m o r  5 8  Ta h u n  2 0 0 5  t e n t a n g
Pengelolaan Keuangan Daerah  (Lembaran Negara Republ ik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);



6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana te lah
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Ta h u n  2 0 11  tentang Perubahan Kedua  a tas  Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Betita. Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo U n a -Una Nomor 6  Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tojo Una-
Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008
Nomor 6);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 10  Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan  Ta ta  Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten
Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten To jo  U n a -Una
Nomor 6  Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tajo Una-
Una Tahun 2014 Nomor 6);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 35  Tahun
2008 t en tang  Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah  Kabupaten To j o  U n a -Una Ta h u n  2 0 0 8
Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI  TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
KHUSUSNYA D O K T E R  D I  PUSKESMAS P A D A  D I N A S
KESEHATAN KABUPATEN TOJO UNA-UNA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Tambahan Penghasilan adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada

Pegawai Negeri Sipil sebagai upaya untuk meningkatkan disiplin, kineda, dan
pre stasi kerja.

2. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja adalah Tambahan Penghasilan
yang diberikan kepada. Pegawai Negeri Sipi l  yang dibebani pekerjaan un tuk
menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.

3. Pegawai Negeri Sip i l  yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara
tetap o l e h  Pe jaba t  Pemb ina  Kepegawaian u n t u k  m e n d u d u k i  j a b a t a n
Pemerintahan.

4. Dok te r  adalah Dokter yang bertugas di Puskesmas.
5. Pusa t  Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan Puskesmas

adalah Pusat Kesehatan Masyarakat diwilayah Kabupaten Tojo Una-Una.
6. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una.
7. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah adalah Bupat i  sebagai unsur

Penyelengara. Perrierintahan DaerEih yang  metnimpin pelaksanaan u rusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

8. B u p a t i  adalah Bupati Tojo Una-Una.
9. D inas  Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tojo Una-Una.



BAB II
JENIS TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja diberikan kepada Pegawai Negeri
Sipil khususnya Dok te r  d i  Puskesmas y a n g  dibebani pekerjaan u n t u k
menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.

BAB III
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

(1) Besaran Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil khususnya Dokter
di Puskesmas adalah sebagai berikut:
a. Dokter di Puskesmas Terpencil sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juts rupiah)

per bulan.
b. Dokter di Puskesmas Sangat Terpencil sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta

rupiah) per bulan.
(2) Dalam pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah Dokter yang melaksanakan tugas disertai laporan kerjanya selama
bertugas.

BAB IV
MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 4

(1) Pernbayaran Tambahan Penghasilan dilakukan setiap bulan berjalan.
(2) Kepala Puskesmas menyampaikan permohonan permintaan pembayaran yang

dilampirkan dengan:
surat pernyataan telah melaksanakan tugasnya dengan balk;

b. laporan kerja Dokter yang melaksanakan tugas; dan
c. rekapitulasi absensi kehadiran Dokter setiap bulan berjalan.

(3) Sebagai uji  keabsahan laporan Pegawai Negeri Sipil khususnya Dokter yang
melaksanakan tugas maka sebelum permintaan pembayaran disampaikan ke
bendahara pengeluaran maka terlebih dahulu laporan kerja Dokter tersebut
disampaikan kepada Kepala Dinas untuk memperoleh tanggapan.

(4) Setelah melalui u j i  keabsahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka
dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada bendahara
pengeluaran.

Pasal 5

Keabsahan laporan kerja Dokter yang melaksanakan tugas dan daftar penerimaan
Tambahan Penghasilan menjadi tanggungjawab Kepala Puskesmas.



BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Tambahan Penghasilan berdasarkan Behan Kerja, dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan Penempataruwa dalam Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 4-(jonuart4 2016
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